
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Perbandingan peranan Komisi Persaingan Usaha di Amerika Serikat,
Australia, Perancis, Jepang dan Indonesia dalam penyelesaian perkara
persaingan usaha = The role of the Competition Commission in the
United States, Australia, France, Japan, and Indonesia in the
competition settlement
Akira Mairilia, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20337175&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimanakah sistem penyelesaian perkara

persaingan usaha di negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Dan kedua, bagaimanakah

peranan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha dibandingkan dengan negara Amerika Serikat,

Australia, Perancis dan Jepang? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian

ini adalah untuk memberikan perbandingan penyelesaian perkara persaingan usaha di berbagai negara, yang

dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara persaingan usaha yang sesuai

dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha

dibebankan kepada Federal Trade Commission (FTC) dan Antitrust Division of The Department of Jusrice

(DOJ-AD); the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Autorité; Japan Fair Trade

Commission (JFTC); dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat perbedaan peranan antara

tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian

perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian

dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam

menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kelembagaan

KPPU yang belum jelas, kewenangan KPPU yang cenderung bersifat absolute, dan sebagainya. Diperlukan

penyempurnaan dari UU No.5 Tahun 1999 melalui pengaturan yang tegas mengenai hukum acara

persaingan usaha guna menciptkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Indonesia yang

berpengaruh terhadap perekonomian negara.

<hr>This thesis mainly discusses about two issues. First, how does the dispute settlement system of

competition in United States, Australia, France and Japan? And second, how does the role of KPPU to

handling of competition dispute as compared to the United States, Australia, France and Japan? This

research is conducted on a juridical normative method, the purpose of this research is provide a comparison

of the settlement competition in many countries, which is intended to give an overview or option in dispute

settlement that appropriate and could bring the KPPU to work better in the future. Competition settlement

imposed on the Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the Department of Justice

(DOJ-AD), the Australian Competition and Consumer (ACCC), Autorité, Japan Fair Trade Commission

(JFTC) and Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). There are differences between each commission

in settling cases. The differences can be found in the settlement procedure, the differences in the powers and

duties each commission, the differences in the use evidence to a case, and so on.
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The result showed that KPPU as a law enforcement organ of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 on

prohibition of monopolistic practices and unfair business competition are still many lacks to execute its role.

The lacks is caused by many factors, including the institutional of KPPU is not yet clear, the authority tend

to be absolute, and so on. Required refinement of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 by setting strict

regulation regarding antitrust law in order to establish competition for justice, legal certainty and the

benefits to Indonesia that effect to the economy.


